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PROVINS! SUNMATERA 8ARAY

e

PERATURAN HUMATI 30LUK
NOMOR B TAHUN 2025

TENTANG |

|
RENCANA STRATEGIS PERANGEAT DAERAH TAHUN 2025%2{.‘29
DENGCAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

L

.

_bahwa  berdmsarkan  pertimbangan

BUPATI BOLOK,

. bahwa untuk merentukan arah, Ojuan, SETTH SASATAD

pembargunan dagrah vang scjalan dengpn visl dan
misi  pemerintah dacrah gune  mewudkan
keseinhteraan  dalam  sangka peningkstan  dan
pemeratgan  pendapatan  masyarexal, kescmpaton
kedju, lepangen berusalo, meningkathan dkses dan
kualitus pelavanan publik dan daye sang Dacrak;
bahwa fsu keusnd jaly mesjadi priariies poldngunin
untuk mencapai pembangunan daerah yang lobih Baik
periu  mempertimbangan  pemalenay  wihadap
yebutwhan  dan  asplrasi  masvarakar,  serta
warakileristik sosial dan demegraids stsld  Wisywil
sebagui dasar perencanaan Program dan spgalan Vang
relover

bahwa untuk membernsan kepastion hakum dalam
mencapai TQjuan, sasaren, SUBCE, d8n Kooydkano
vang tertuang daiam  rencana straleg PETATIRIH ]
dreran pertu diamr dalam bentuk Peraturgn Bunam
olapnimans
dimaksud dalam hurut a, hurat b, dan hirui ¢, perlu
menetankan  Peraturan  Bupad  ferizfge  Renoang
Stretegis Perangkat Davrah Tabun 2025-2025%

Undang-Undang Nomor <5 lahun 20Us eiiang Siaten
Perencansan Pernbangiiian Nasiona! {LemBaran Negera
Repubiik indunesia Tahan 2004 Nomor [og. lanoahan
Lembaran Negarg Repubiik Inconesia Nomgp <4210

Undang-Undang Nemor 23 Tanun 2014 rtentang
Pemerintichan Dacrah  (hembaran  Negato  Republik
Indoresia  Tahun 2004 Nomor 24, Tmmoahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 35387
gebagaimana telah  diubah  beberapa i terakhir
dengan Undarg-Undang Nomor 6 Tahun (23 tenteng
Penctapan Peraturan Pemerintzh Penggantl Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 weatang | Cints Reria
Menjadi Undang-Undang (Lembiran Negare Republik




Menciapkan

TR

;:l\.

=1

Indoncsia Tahun 2023 Nomor <1, Tambahar Lembaran
Negara Repubiix indonesia Nomor os50);
Undang-Undang Nomor 31 Tabunm 2084 enuang
mabupaten Sulok ai Provins: 3umatera Baral iLembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Romor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6972); '
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatg Carg Penvisunan, Pengedcalian dan
Evaluasi Pelaksansan Rencana Pembuangunan Dacrah
{Lembaran Negars Republik Indonesias Tphun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negars Republik
Indonesis Namor 48] 7)1
Peraturan FPrediden NWomor 12 Tabun 24
Rencnng  Pembangunan Jangka  Menenos
Tahun 2025-2045 (Lembaran  Negar
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 95
tentang Tave Care Perencsanaan Penge:s
Evalunsi Pembangunan Dasrah Tawa Ca
Rancaugan  Peraturan Dol tenbagg
Pembangunan Jengkd Panjang Daersh d
Pembangusan Jergks Menengah Dacvady|
Cara Perubshan Reneana Pembangun
Pomgany Dacrah, Rencana Jangea Menes
dan Rencana Keria Pemerinlah Daerah;
Peraturan  Dagrall Nomwr T Tabun 2004 wentang
Rencana Pembangunas  Jangka Paniafe  Duerah
Labupaien Selok Taiun 2025-2045 (Lemogran Davrah
Kahupaten Solok Tahun 2025 Nomor 7,| Tambahan
Lembaran Davrah Kabupawen Sclok Nomor (|l
Peraturan  Daecreh Nomor 7 Tabun 2005 teniang
Rencang Pembangunman Jangka Menengilhh Daerah
Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 {Lembaran Daverah
Kabupaten Solok Tahun 2024 Nomor 7, rambahan
[embaran Dacrab Kabupaen SBolok Nomer 1220,

25 tentang
ko Nasional

Regublik

‘akmm G517
taln dan
2 Evaluasi

Roneunn
1 Eencang
seeila Teta
1 Ja rtgkﬂ

I Dweran,

MEMUTLEREAN:

PERATURAN BUPAT! TENTANG RERCAN? ‘STRA‘T‘S{,‘:[S

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2045-2029.

Dalam Peratiran Bupat ini varg dimaksud dengn

*
i

Pasal | L

Daerah adalah Kabupaten Solok.
Pemerintah  Dswrah  adalah Bupati  sehpesd  ansor
penyelenggara Pemerintaban Daerah vand memimpin
pelaksanaan urasan  pemerintahan yagy  menjad
kewsnangan dasrah otonom,
Hupati adalah Bupati Solok,
Rencana Pembangunon Jarghka Menengah Dacrah
Kabupaten Sclok Tahun 2025-2029 vang] selanjuinys
disebut RPIJMD ‘fahur 2025-2029 adalds  debumen

Perencunaas  Doeetul  wiiuk  periede o dimay  tabun




e

|

7.

{13

2)

3

i1

avet (1} mermuar wjuan, Sosaran progrem, d

terhitung scjak dilantik sampai dergan herak
Jabattan hepals Dacrah,

Perangkat Daerab adalal unsar pembanty &
penvelenggaraian  Urusan  pemerintahan va
Rewenangan Daerub,

vang selsnjuinve  dischur Rensbia  Peran

Irea ries

et Salam

12 menjac

i Dygoran

Rencana Suwategis Perangkat Daerah Tahul;!t}}ﬁ-m'}?ﬂ

adalal dokumen Perenesnuan Perangkar [
periods 3 (lma) tabun

Rencana Kerja Perangka! Duerah yang selaniuf
Renja. Perangkst Docrah adalah dokumen

Perangkar Daerah untuk periode 1 (sam) mhun.

Pusai 2

Kenstra  Perangkat  Daecrah  merupakan
RPJMD Tahun 2025-2029,

Renstra Perangkat Dacral scbaganimuns dimy
ayal (1) menjadi peaoman Perangkat Dae
pomyusinen Runja Pesangkat Oeeruh den
sebagai bahan penvusunan rencana kerie
Daeral,

Pasal Jd
Perangkat Daerall menusul Renstra Perang!

sesual dengan tuges don [ungst Perangicd

setelah RBJMD ditctapkan.

Aralt untus

ny disehul

ereacatiang

ety aberin

Al padea
ah datam
diguinansn
‘emeriitah

2t Daerah
T Daersh,

Renslra: Perangsal Decrah sebagamans dim

Pembengunan  dalem rangks pelaksdana:
pemerintahan  wajib dan/waw urusan po
pilthan sesuai aengan tugas dan fungsi seta
Daerah.

Renstra Perangket Daecrahn sebagaiming dima
#vat (2 disusun dengat sistomatka:

. bab | menuat pendahuluan;

sae pada
n WepidtAn
T urigsan
werintahan
perangkat

sud pada

b. balb [l memuat gambaran pelavenan perimasglanian dan

isu strategs Perangkat Daeraly;
¢. bab Tl memust tujian, sdsaTen. Sweted
kebijakan;

d. bab IV meamust pragram, Kegiswan, sub ke

kinerja penvelenggarann bidang urusan; den|

e, bab ¥V memuat penutip
Pasal 4
Renstra Peranghkat Daerah sebagaimana dir
Pasal 3 towmdirh amas:
a.  rencana strategis sekrewriar Daerah;
B retcana strategls sekrctanat  dewan
rakvat Daerah:
.  rERcans swalepls inspokiont Daeraly
d,  rencena strategls baden perencanaay, per
pougembenigan,

¢.  renesna strulegis badan keuengan D:.;ee’n:i

. rencana strategis badun pendapatan [ae

i '
an aran

iigTan dan

od dalam

wrwakilun

-1l iay dan
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R rencana  strategis  badan  kepegahvaisn.  dar
pengembungan slunoer dava manusin,
h.  rencana strategis badar pensnggulampan beneina

Daeran;
I reneaga  strategls  badan  kesaiuan (bangse dan
politik.

Jn rencana strategls dings pendidikan, Pomiuda  den

olahrags;

k. rencans strategis dinus kesehatin,

I, rencana strategis dinas pertanian;

m. rencuna  sirategis  dinas  pekeriazn jumum dan
penataan ruang.

n.  rencana siraicg@s dinas perumahan rakian, kawasan
permukiman dan pc' tmnahan:

. TencHna strategis dinas sesial;

p. reacana  strategis  dinas penmm n  modal,
pelavanan terpady saty pinug dan tenagh kery;

g, rencana  sirategls dﬂ.m ':engcnd;ﬂm. pendudhk,
keluarga berencana, pemberdayaan pergmpuan dan
perlindungan anal;

. redcens :.me.g,.., dirad derkanan dus |

s. rencana strategis sutusn polisi pamon
peradam k::b;;;.imnu:;

t. rencana strategis dinas lingkungan hidug:

R ath
priia dan

L. ncana skrategis dines kependud chan
pencaiatun sipil;
V. repcana sualegis dulas pemberdavenn imasvaraiat

dan nagart:
W, rencuna strutegis dinas perbubungan:
X. rencana strategis dinas komunikasi dan hiformatika;
v, Tencana strategis dinas koperasi,
menengah, pennﬂmﬁm dan perd
z. rencana strategis dinas pariwisata dan
Hd. TENCGANE S‘I&tﬂﬂlﬂ dinas p&l}}u&fﬂ -

Kearsipar;
bb, rencana strategis kecamatan pental cermijn:
cc. rencana strategis kecamatan lembah gumann:

dd. rencana straregis kecamatan pavang se
ce. rencana strategis kecamatan lembang joy
ff.  Rencana stratées koctmmeatan gumung tal
g, rencana soategis kecamatan bukit sundi;
hh. rencana strategis kecamitan IX koto sungn’ Tasi;
. rencana strategis kecamatan kubung:

i1, rerecarn steategis keenmatan X boto singlrek;

kKk. rencana strategis kecamatan X kolo larng:
i1, romocann steitegls kevdmatan junjung si!
mm. rencina sirategis kecamatan hilirun gums
AN, rencinn strmiepls ecamaten toa laraln d8:
00, rencana sirategis kecamatar danau kemby
Rencana strategis schocwrial Docrali  seageimana
dimaksud pada avat (1} hurul e tercantfun  dalam
Lampiran i yveog morupssan bagian Udak igpisalikan
darl Peraturan Bupati ini

Rencans siralcgis searctarul dewan perwitk
Daerah sebogaimans dimakyad pada svar |

T TEXLatl
joHuaruf b
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i+

(6]

17y

(8)

)

(10

{13)

{14]

{16)

L

|
tercantum dalam Leampiran 11 yang mie, 1_4 nakan bagian
tidak ierpisubinan dawi Peraturan Bupat ini
Rencans  sirutegs  insuekiworar  Daerak | sehgusimana
dimaksud pada ayet (1] huref © tercdntum  dalam
Lampiran I ving merupaian baptan tidak eoomsubkan
dearl Peraruran Bupatint
Rencana stracegls badan perencansan, jenelitan dan
pengembangan schbagaimena dimeksud pada avat (1)
huraf d tercantum dalam Lampairan 1V _‘ﬁ:p, Meripakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupat ini.
Rencana strategis baden Keusngan Daerah] sebagaimang
dimaksud pada ayat (1) huruf e rtercanmum dalam
Lampiran V vang merupakar bagian tidak terpisahkar
dari Peraturan Bupari ini.
Reneans  sirategis badan pendapa
schagaimana dimaksud pada avat (1) hu
dalam Lampiran V! yane merupakan
terpisahikan dari Peraturan Bupati ini.
Rencanaz  siwregls  badan lepegu
perngembangar sumber dava manusia
dimaksud pada ayat (1) hwul g terd
Lampiran VII yvang merupakan bagian tida
duri Pecaturan Bupat il
Rencana  sirategis  badan  penangeilangin  berncans
Daerah sebagidmana dimanstd pada avat (1) ourai b
tercantum dalam Lampiran VIl vang merupekar bugian
Ldak terpisalisan daln Fetaluran Bupatl ul,
Rencana strategis badan kesatuan bhangsa dan pohisk
sebageimuna dimaksud pada ayat (i) huru @ tercantum
daism Lempiran [X yang meruparan Tw_mn tidak

T

i ol Naecrah
f rercantum

alist, dan
schagaimana
i dalain
rerpisahkan

terpisahkaun dari Persnuran Bupad ini.

Rencana strawis dinas  pendidikan, muda dan
olahraga sebagaimana (imaksud pacda aval (1] hurut |
tercantum delam Lampiran X varg merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Yeraturan Bupati ini,

Rencana  strategis  dinas  kesehatan ehagaimana
dimaksud puda ayvat (1) huraf k tercagmm  dalam
Lampiran X1 vang merupakan bagian tidak| rerpisiahkan
dari Peraturan Bupati ini
Rencana strolegis  «inas  pettanan  gebagmimana
d'maksud pada avar (1) huraf & tercagrum  dalam
Lampiran X1l vang merupaikan bagian tdak]terpisahkan
dari Peraturan Bugati ini.
Rencana strategis dinas pekeriaan umuam din proaaan
ruang sebagaimana dimeksud pada ayat i} humif m
tercantium dalam Lampiren X1 yang merapblean bagan
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupad inf, |

Rencana strategis dings perumahan rexcgr, Hawisan
permukiman dan perianahan s:buga:'zmr dimawsud
pada ayat (1) huraf n wreanium dalam 1.:4.1 oiran XIV

‘vang mcrupdkan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Rencana strategis dinas sosial scbagaimang dimaksud

pada ayal (1) haral o tercanium dalum Lampiban AV vang
|




(17)

(1%

120

{21

{22

(23

(24

{25

20

(24

!

I
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i

Bupati ui.
Rencana strategis dinas pensnaman modd), pelayanan
terpadu  satu pintu dan tenaga kena (sebagaimana
dimaksud puda avat (i) huruf p tercahium  dalam
Larpiran XV| vang merupakan bagian tidak terpisahkan
deri Peraturan Bupati ini.
Rencana strategis dinas pengendalian
keluargn berencana. pemberdavaan perdriionan dan
perlindungan anak schageimana dimaksud pada avat (1)
hurad g rercanium daism Lampivan XV vank imerinakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Buphti ini.
Rencana  strategis dinas penkanan dan panenn
sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf] r tereantum
dalam Lamniran XVII vaneg merupakan pogan tidak
terpisahkan dari Peratuiran Bupan ink
Renecana swaregis  sstuan polist pamongl praia  dag
pemadam kebakaran scbhagimang dimales pada ayvat
{1 huaral s wreantum dalie Lampinesy XX yvang
merupakan bagian tdak rerpisahkan dag Peraturan
Bupali ini
Rencana strategis dinas hngkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada avat (1) huruf t lercadium  dalam
Lampiran XX vang morupakan bagian tidak|terpischkan
dard Perataran Bugatl ini.
Rencana strategis dinas kependudukan dod pencatatan
sipii sebagnimana dimaxsud pada ayer (i) burut u
tercantun dalarn Lampiran XXT vang merupilan bagan
tdak werpisahkan dar Femtumn Bupan i,

Rencana strategis dines pemberdavann masyarakar dan
nagari scbagaimuna dimaksad pada ayer §1) Durat v
tercantum dalam Lampiran XXU vang mertipgkan bagian
tidak rerpisahkan can Peraturan Bupat ini.

Rencana strategis dinas perhubungan scbagaimana
dimaksud pacda ayat (1) huraf w tercarmtum dalam
Lampiran XX  varg merupakan Dagion tdak
terpisahkan dari Peraturan Bupatl ini. _

Reneana strategis cdines komunikasi dan !jinfnmnnikf-
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tercantum
dalam Lampiran XXIV vang merupakan bpgen tidek
‘erpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Renecana stretegis rdinas hoperasi, usaha keci

nierupaken begian Udak terpisahkan dT Persiuran

pendudulk.

menengah,

perindusirian dan perdagangen sebagaimang dimaksud
pada avat {1} huraf ¥ ereantum dalam Lampiran XXV
yang merupakan bagian vidak terpisabkan dari Peraturan
Bupati in!

Rencana strategis  straiegis  dinas  pariwisate  dan
kebudayaan sehagamana dirnidisud pada ayal (1] barul

tereantum dalam Lampiran XXVI yeng merupgkan bagian

tidak terpisahkan den Peraturan Bupat il

Rencana strategis dinas perpustakesn dan kearsipan
schagaimana dimaksud pada ayal (1) harul aa wrcantuns
dalum Lampiran XXVII vang merupakan bhgien tidak

wrpisahkan dan Peraiuran Bupat wi.




i

(29 Rencana so alegis secnintan ‘Junmz r..r::'l"r'nt.st-mlz.;.lmam:
dimuksud pada eva: (1) hurel bb ter Antim dalam
Lampiran XAVl vang merupakan Liag:-.:m tidak
terpisahikan dari Peravurun Bupati o,

[30] Keneara STrategiy ASrdmatan lemadh gumani:
schagaimana dimaksud pads avar (1) husallcs wervanmam
dalam Lampiran XXIX vang merupakan bagian tdak
terpisabkan darl Persturan Bupati ipi

(1) Kencana  strategis keramatan nEvang sckuki
sebagaimana dimaksind pada avat (1) bural g ereantorr
dalam Lampiran XXX vanz merupakan bagisn tdak
wrpisabikan dari Peraturan PBupati inl,

(32) Rencana strategis kecamatan lembang java sebagaimana
dimaksud pada syvat {1 bamf ee tercabrom dalam
Lampiran XXX  yang merupakan gian ddak
terpisahkan dari Peraturan Bupat ini. i

(33} Hencana strategis  kecumatan  gunudng  talang
sebagrimana dimaksud pada ayat (1) huruf T ereantum
dalam Lampiran XXXI yang merupakan pagian tidak
terpisahkaun darl Peraturan Bupati by,

[34) Rericana strategls kecamatan bukit sundi sebagaimana
dimaksud pada ayar (] husdd BB teabioum daimim
Lampiran XXX  vang merupaken bagian  ldak
terpisalikan derd Peraturan Bupat ini.

[G5) Redeana  strategis  keeamatan  IX koto (sungai  les
sebaguunesiie Glanksud peta aval (1) hurof fh ercantum
daiam Lampiran XXXIV yeng merupaksn bogon tidak
terpisahkan dari Peratures Bupati iai.

(36} Rencans  simategls  Kocamatsn ﬁmbunr; pebagaimanay
dimaksud pada ayat () burad i tercastum  delam
Lampiran XXXV  yang merupaken bagian  tdak
terpisahkan dari Peraturen Pupau ini.

(37) Rencana strategis  kecamatan X koto| sinecarak
sebagaimana dimaksua pads ayat (1) humej tercantum
dalam Lampiran XXXV! vang merupakan bagisn tdak
rerpisahkan dari Pevaturan Bupati ini,

(38) Rencana strategis kecameatan X kot diains sebagnimans
dimaksud pada avar (1} hural kk tercantom  dalam
Lampiran XXXVIl vang merupakan bdeian  tidal
terpisahkan dari Peraturan Bupat ind,

39} Reneana strategis kecamatan junjung sirth sebagaimana
dimaksud pada avatr (1) huruf 11 tercagtum  dalam
Lampiran XXXVH[ :=ng merupakan  bdgiom  idak
terpisahkan dari Feraturan Bupati ini.

140) Rereann stratogs keeamatan 1".:157"-.';1 Eamanti

sebagrimena  dimaksud  pade  avet (1) hursf mm

tereantum  dalam Lampiran XXX yang | merupakun

bagian tidak terpisahkan dar! Peraturan Bupdti inl.

Rencans stralegls kecwmmuiun tge luel skbagalmana

dimaksud pada avat (1} hurufl nn tercamium dalam

Lampiran XL vang merupakan bagian tdak terpiselikan

dari Peraturan Bupet! ini.

Is

~3




-

1432) Rencann  srrage s kecamatan  danay
stbagaimana dimaksud pade avar (1) hurul oo
dalam lLatipiran XL vane merupskan
terpisahikan durl Persruran Bupad ini.

Pasel 1
Y} Kepals Pe-angka: Dacrab melakukan penaet

Kemner
Lercantunn

man Hielak

nlinn don

evalaasl pelaksanaan Fensirn Perancknt Dacra’

(21 Pengendalion  dan  evoloasi  pelaksanusk
Perangkat Duerah sebageimana dimaksud ph
disgrahkar  kepadn krpals  Perangkat Dac
menvelengigarakan LETR3EN pemerintah

Rensii
i mvatr (1)

TAD  vany

dibidang

perencanaan,  penelitian  dan  pengembangien untuk

diverifilnsl.

(31 Ketentuen mengenan this cars pengendalias: dun evaliugs!
pelaksanaan Rensws Perangikat Daeral  sebagaimans
dimaksud oudad ayvel (2 dileksavalkan soglati dengan

ketentusn pergturan perundang-undangun,

Pusul 5
{i) Perangeal Dacrah dapatl luelanukean perubah
Renstra Perangka! Duerah,

t terhadap

i< Purubalien Repsusa  Qvranghat  Doerah UAPSITIaTIA

dimaksud pads avad (1 diteleukan delam hat:

&. nasil pengendaban dian evaluasi menunjukkan bahwa
proses perumusan tdak sesuni dengan ahapan dan
lats cara penyusunan rencana pembanguhan Daerah

yang distur dalam per=ouran perundang-undangen
b, hasil pengendahan don evaluasi menunjukkan bahwa

substansi vang dirumuskan tidak sesgal densan

peraturan perundarg-undangan: dan

c. terjadi perubahien vang mentdasar,
3) Dalam rangka efektivitas, perubahan Rens
Daeral: sebagaimana dimaksud pada aval (2

Perangkat

iiruf g dan

huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku

Renstra Perangkatr Dacrah Kurang dar] 5 (e

{4} Perabahan vang mendaser schagaimana t.ii-.*rmhm.ld pﬂr’m

avat 20 horaf o, melpidl werjacdinyg benges

goncangan. politik, krisis elkonomi, honliik sos:
gangelian  kepmansn pemekaran  due
perubahan kebijakan nasional,

‘." I.J jf'r'l
sl budeva,
4 gy

tap  Perubatar: Rensma Peranghat Dsersh  s@bagaimans

dimaksud padan avar (1] menjadi  pedong
pensuisiman Reqji Perunglaat Dacrils.

Josal B
Pada sgat Peraturan Bupad ini bherlalen, Peratop
Npmer 39 Tahun 2020 entang Senchils SUruiegs
Bacrabh Tahun 2021-2028 |Burila Deerah Kaluis

o dalam

a1t Bupat
Merangkat
ien Solalk

Talnw 2021 Nuwaor 348) dicabun dan dinyataicen Uik beriaia.




Peraluran Bupat

divndangloan,

1

Piasil 7
Ml beringu puk

il % el F

Agar  setinp  orang mengewh uinyw,  memerinthkan
Penguncangan Peraturan Bupat it dengan PeempETATIYE

daiam Berita Dacrak Rabupaten Salok.

Digndangkarn i Avosuka

pada tangual 19 Desember 205
SEKRETARIG DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

Gt

MEDISON

BERITA DAERAM KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025 NOMOR 21

Salilan sesusl dengan aslinua
KEPALA BAGIAN HUKUM.
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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas
tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029. Rencana
Strategis (Renstra) ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten
Solok Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok. Rencana
Strategis (Renstra) memuat rancangan Visi, rancangan Misi,
rancangan Tujuan, rancangan Sasaran, rancaangan Strategi,
rancangan Kebijakan, rancangan Program dan rancangan Kegiatan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Tahun
2025-2029. Dalam Rancangan Rencana Strategis (Renstra) juga
memuat rancangan sasaran kegiatan berupa indikator output
kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yarng
terpadu dan berorientasi hasil.

Peniyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini secara teknis
berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Strategis {Renstra) Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029.

, Desember 2025
ELAKSANA,
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LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS

BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH TAHUN
2025-2029

RENCANA ETRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025-
2029

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap
Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah
(Renstra-PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan
capaian visi dan misi Kepala Dacrah serta tujuan setiap organisasi
pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
masing-masing Perangkat Daerah.

Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5
(ima) tahun yang disusua untuk menjamin adanya konsistensi
perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai
dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap
kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif
dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyaralkat
Kabupaten Solok, memperkuat landasan penentuan program dan
kegintan tahunan daersh secara kronologis, sistematis dan

berkelanjutan.
Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Solok adalah dokumen perencanaan perangkat
daerah untuk pericde 5 (lima) tahun yang merupakan dokumen
perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai
dengan tugas dan fungsi yang merupakan pznjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua
aktivitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, scrte
sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil
vang akan dicapai. Renstra Perangkat Daerah merupaken bagian dari

sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu,
sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra yang dihasilken
harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan
yang lainnya. Keterkaitan terscbut meliputi keterkaitan visi dan misi,
program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator
vang digunakan untuk mengulkurnya.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan
persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra
Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat
Daerah , pelaksanuaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat
Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah,

dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Adapun tahapan
penyusunan Renstra Perangkat Daerah tersaji dalam gambar 1.1

dibawah ini:
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Pemerintah

Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan Renstra-PD

" TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA-PD

g

PERSIAPAN PENYUSUNAN
PENYUSUNAN RAMCANGAN AWAL
PENYUSUNAN RANCANGAN

PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS
 PERANGKAT DAERAH

e PEMUMUSAN RAMCAMGAN AKHIR

FPENETAPAN REMNSTRA PD

Renstra Badan Penanggulangan Bencana
Daerah disusun dengan mempedomani dokumen-
dokumen perencanaan lainnya, baik ditingkat
nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.
Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut
akan mendukung tercapainya tujuan pembangunan
dari pusat sampai daerah. Adapun keterkaitan
antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada
gambar 1.2 di bawah ini:

Gambar 1.2
Keterka‘tan Renstra dengan dokumen lainnya
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Sumber: Permendagri No 85 Tahun 2017

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana

Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan adalah:

a. Undang-Undang Nomor

Perencanaan Pembangunan Nasional:

b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penctapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

25 Tahun

2004

tentang  Sistem



Undang-Undang Nomor ! Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Pusat dan Dacrah;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di
Provinsi Sumatera Barat;

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tanapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal; _

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017
tentang  Pelaksanaan  Pencapaian Tujuan  Pembangunan
Berkelanjutan;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2025-2029;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan TRencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomeor 13 Tahun
2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang

Pedcman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-202%;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 20 12-2031;

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Dasrah Tahun 2025-2029;

!




u. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kedudulkan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan =7 77

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Solok adalah untuk memberikan arah dan
pedoman bagi seluruh pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah
beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen
bersama guna mewijudkan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan
Bencana Daerah secara berkesinambungan, yang selanjutnya
diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang
berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah
Kabupaten Solok.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Solok bertujuan:

a. menjadi kerangka dasar dalam melaksanakan pembangunan pada
kurun waktu Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada
Rancangan Renecana Pembaugunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

L. mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok secara
sistematis dan terorganisir diantaranya melalui penetapan target-
target kinerja sebagai alat ukur kinerja; dan

0

menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Badan Penanggulangan Bencana Dacrah Kabupaten Solok yang
merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya
menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPAJ.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan ketentuan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra-PD
Tahun 2025-2029, penyusunan rancangan awal Renstra-PD
disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Memuat Jatar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan
serta sistematika penulisan.

BAB 11 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis
Perangkat Daerah

1.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur
organisasiperangkat daerah, sumber daya perangkat daerail
mencakup sumber daya manusia, asset/modal, kinerja pelayanan
perangkat daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat
Daerah periode sebelumnya, serta informasi tentang tantangan dan
peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

HiK




11.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas
dan fungs! pelayanan peranpgkat daerah, telaahan visi, misi dan
program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan

telaahan Renstra K/L  dan Renstra Perangkat Daerah
provinsifkabupaten/kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuar isu-isu
strategis perangkat daerah vyang akan mempengaruhi kinerja
pembangunan untuk masa lima tahun mendatang.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat tujuan, sasaran jangka menengah perangkat daecrah,
pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam 5
(lima) tahun mendatang.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja
Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat rencana program kegiatan dan sub kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif indikator kinerja
Perangkat Daerah yang sccara langsung menunjukkan kinerja yang
akan dicapai Perangkat Daerah dalam masa pelaksanaan Renstra
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD 2025-2029.

BAB VPenutup

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan,
dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencenaan
dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah

daerah.
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007

tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah

Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2023 tentang

Penanggulangan Bencana, tugas pokok BPBD Kabupaten

Solok adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap
usaha penanggulangan bencana yang mencakup

pencegahan bencana, penanganan darurat,

rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan

penyelenggaraan penanggulangan bencana

berdasarkan peraturan perundang- undangan;

3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta
rawan bencana;

4., Menyusun  dan menetapkan prosedur  tetap
penanganan bencana,

5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan
bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali
dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi
darurat bencang;

6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang
dan barang;

7. Mempertanggungjawablcan penggunaan anggaran yang
diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD); dan

8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangari.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, BPBD

Kabupaten Solok memiliki fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan
bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak
cepat dan tepat, efektif dan efisien;

2. Pengkordinasian pelaksanaan kegiatan
penanggulangan bencana secara terencana, terpadu,
dan menyeluruh.

Stulktur organisasi dan tata kerja BPBD Kabupaten Solok
dapat dilihat pada Gamabar 2.1 berikut ini :
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Sedangkan tugas pokok dan fungsi unsur-unsur BPBD
Kabupaten Solok sesuai dengan strukiur organisasi
adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan, Sekretaris Daerah (ex officio)
Tugas pokok :
Menyelenggarakan penyusuran dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana
daerah.

Fungsi :

a. Perumusan dan penetapankebijakan penanggulangan
bencana dan penanganan pengungsi;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan  kegiatan
penanggulangan bencana secara terencana, terpadu
dan menyeluruh,;

c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan.

2. Kepala Pelaksana

Tugses pokok :

Membantu Kepala Badan dalam hal menyelenggarakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang penanggulangan bencana daerah.

Fungsi :

« Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan;

¢ Pengelolaan urusan  umum dan administrasi
kepegawaian;

» Pengelolaan keuangan;

« Pengkoordinasian dan penyusunan program serta
pengolahan dan penyajian data;

« Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tata

laksana;
+ Penyelenggaraan koordinasli penyusunan rencana
strategis, laporan kinerja, laporan keterangan

pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan
pemerintah daerah badan serta pelaksanaan tugas-
tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan; dan

« Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan.

Kepala Pelaksana membawahi :

a. Sekretariat

Tugas pokok :

Merencanakan,melaksanakan mengkoordinasikan
dan mengendalikan kegiatan administrasi umumi,
kepegawaian, perlengkapan, hubungan  masyarakat,
protokol, penyusunan prograri dan keuangan




Fungsi :

e Penyelenggarann koordinasiperencanaan dan
program di lingkungan badan;

« Penyelenggaraan pembinaan dan penataan
organisasi dan tata laksana di lingkungan badan;
dan

« Penyelenggaraan pengelolaan urusan
keuangan, umum dan kepegawaian.

Sekretariat membawahi :

1) Sub Bagian Keuangan
Tugas pokok :

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis,
evaluasi serta pelaporan di bidang keuangan.

Fungsi :
+ Pelaksanaan penyusunan dan perumusan
kebijakan teknis di bidang keuangan; dan
e Pelaksanaan dan penyusunan bahan
pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan
keuangan di lingkungan badan.

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tugas pckok:
Merencanakan,melaksanakan,mengkoordinasikan,
memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan

yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan.

Fungsi:
¢ Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan velaporan di
bidang pencegahan; dan
« Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelapora di
bidang kesiapsiagaan.

4, Bidang Kedaruratan dan Logistik
Tugas pokok :

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan,
memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan Kkegiatan
yang meliputi kedaruratan bencana dan logistik.
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Fungsi :

5.

e Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di
bidang kedaruratan; dan

« Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di
bidang logistik.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tugas pokok :

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan,
memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan
yang meliputi rehabilitasi dan rekonsiruksi.

Fungsi :

6.

« Penyiapan bahan perumusan kehijakan teknis,
pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di
bidang rehabilitasi; dan

e Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di
bidang rekonstruksi.

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai

Tugas pokok :
Melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-
masin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4

Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana, susunarn
organisasi BPBD Kabupaten Solok terdiri dari :

o
3.

Kepala Badan, Sekretaris Daerah (ex-officio)
Unsur Pengarah
Unsur Pelaksana
a. Kepala Pelaksana
b. Sekretariat, membawali :

+ Sub Bagian Perencanaan

e Sub Bagian Keuangan

¢ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
d. Bidang Kedaruratan dan Logistik
e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
. Kelompok Jabatan Fungsional

. Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Badan
Penaggulangan Bencana Kabupaten Solok, dibutuhkan
Sumber Daya manusia serta sarana dan prasarana

pendukung yang memadai.

L]y
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1.

Sumber Daya Manusia

Urnituk menjalankan tugas dan fungsi perlu dukungan
sumber daya aparatur yang handal dengan berbagai

disiplin. ilmu, pendidikan, keterampilan dan
pengalaman kerja lannya. Berdasarkan Bezetting
bulan Desember 2024, ASN Badan Penanggulangan
Bencana Daerah berjumlah 17 orang. Lebih rinci,
aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah
berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada. Tabel
2.3,

awai Berdasarkan Jenis Kelamin

R ‘:;."-:-:-!tm;._aaf:ﬁﬂ"“:.‘m.r:r:"-"g. Sk s wet Pl R e “hirks,| ‘,:’.‘:.'-_.,';‘. {54 B g -1y i
1 Kepala Pelaksana S - .
2 | Sekretariat 4 2 | 6
3 | Bidang Pencegahan 3 i | 3
dan
Kesiapsiagaan
4 | Bidang Kedaruratan A ) 4
dan
Logistik |
5 | Bidang Rehabilitasi 1 9 2
| | dan Rekonstruksi
1
} JUMLAH 13 4 17 I

Sumber : Bezzeting BPBD Kabupaten Solok Tahun 2024

Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah
jika dilihat dari jenis kelamin, jumlah yang laki-laki
lebih banyak dari perempuan, dimana aparatur laki-
laki berjumlah 13 orang atau 77% dan perempuan
sebanyak 4 orang atau 23% dari total aparatur yang
ada. Kondisi ini diakibatkan oleh kondisi kerja adi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang
membutuhkan lebih banyak tenaga laki-laki untuk
membantu penanggulangan korban bencana di
lapangan. Dalam situasi darurat bencana, kaum
laki-laki lebih banyak berperan dalam kegiatan
fisik seperti penyelamatan dan rekonstruksi awal.
Aktifitas fisik pencarian dan penyelamatan yang
dilakukan banyak bersentuhan dengan lingkungan
yang tidak sehat dan medan yang ekstrim.
Perempuan lebih diutamakan untuk pelaksanaan
administrasi kantor. Komposisi aparatur Badan
Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan jeriis
kelamin dapat dilihat pada Gambar 2.2.

LIy
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I kretariat |3 H 1
' dang Pencegahan dan 3 |0 0
rsiapsiagaan L i
dang Kedaruratan dan i 1 0 2
gistik B
dang Rehabilitasi dan 2 |0 0 '
:konstruksi - |
JUMLAH 9 1 3 l— t
. =
Sumber : Bezzeting BPBD Kabupaten Solok Tahun 2024
Berdasarkan golongan, aparatur Badan

Penanggulangan Bencana Daerah terbanyak adalah
oleh golongan III sebanyak 9 orang atau sebesar 52%
golongan IV sebanyak 4 orang sebesar 23% serta
golongan II sebanyak 1 orang atau sebesar 5% serta

jabatan fungsional

sebanyak 3 atau 17%. Banyaknya aparatur pada
golongan Il dan IV disebabkan karena masa kerja
yang sudah lama.

Adapun komposisi aparatur Badan Penanggulangan
Bencana Daerah berdasarkan golongan, dapac dilihat
pada Tabel 2.3.

gkat Pendidik
R o et o Cd -
n " ptal mrsentase —‘
3 15,78%
Manajemen 3 15,78%
S1 11 54,5%
Ekonomi 1 5,2%
Hukum 5 26,31%
Ilmu Administrasi 4 21,05%
Negara
__HukumlIslam | 1 5,2%
D3 i 52% |
- Bahasa Inggris 1 5,2%
SLTA 4 21,05%
[ SMU 4 21,05%

 Sumber :Bezzeting BPBD Kabupaten Solok Tahun 2024
Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah

berasal dari latar belakang disiplin ilmu yang
berbeda-beda. Berdasarkan kualifikkasi tingkat

L
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pendidikannya, aparatur paling banyak terdapat
pada tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 11 orang
atau sebesar 54,5%. Tingkat pendidikan yang relatif
tinggi untuk sebagian besar aparatur Badan
Penanggulangan Bencana Daerah ini merupakan
modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara
umum. Adapun komposisi aparatur Badan
Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan
tingkat pendidikan, dapat dilihat pada Gambar 2.2

Gambar 2.2.Komposisi ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah

-

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan @

'-'l:'-,‘.:._ ‘1"‘-!-..‘ ;: % - |
T e EEEEER

g | EPieiy

Sumber :Bezzeting BPBD Kabupaten Solok Tahun
2024

b. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk

kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi. Adapun kondisi
sarana dan prasarana yang ada saat ini sebagian ada
dalam kondisi Baik (B), Rusak Ringan (RR), dan Rusak
Berat (RB). Lebin jelas kondisi sarana dan prasarana
BPBD saat ini dapat dilihat pada Tabel 2.4.
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Tabel 2.4. Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Badan
_Penanggulangan Bencana Dacrah Tahun 2025

GEDUNG
Gedung Kantor #__! unit 1 1 B
KENDARAAN RODA EMPAT
Kend. Dinas/operasional | Unit -+ 4 ]
Kend.Rescue Unit 3 3
Kendaraan Dapur rUnit 1 1
iLapangan 1 S

KENDARAAN RODA DUA |

[I{endara.an Trail | Unit 7 7
|
Kendaraan ‘Unit |1
dinas/operasional
PERAHU |
| ' I
Perahu Karet + Mesin + Unit 3 | 1 2
Perahu Refting Unit 1 1 |
! | -
Perahu Aluminium Unit 1 1
i
! PERALATAN KOMUNIKASI
Handy Talky Unit 22 22
Pesawat Radio Riq Unit 4 4
Pesawat Radio Riq Unit 1 1
Hand Mic (Pengeras Unit .] 1 1 |
Suara) | i
3 | 1
Hand Mic (Pengeras iUnit | 2 2
Suara) i
Repeater Unit 1 1
1

L
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PERALATAN PEHUHJA:FI G

Komputer Unit
Printer | Unit |
Lap Top Unit
Not Book Unit
Tenda Posko Buah
Tenda Pleton Unit
[ ‘,
Tenda Regu Unit ' 1
Tenda Keluarga Unit
Tenda Pengungsi ' Buah
Air Blower Buah
GFS Buah
Velbed Unit )
Radio HT Unit 3
|
Radio RIG Unit
Radio SSB Unit
| i
Senter Higlight Unit l 3|
|
| |
Genset 5 KVA Unit
Water Treatment Unit
Tenda Sekolah Unit
Mesin Tik " [ "Unit N

15




‘ | Faximile "Unit 1 1
‘ Infocus Unit 3 3
| Layar Unit X 1
I |
' | Tandu Buah 1 1
Tabung Pemadam Unit 7 7
Kebakaran
Tenda Regu Buah : 1
i Meja + Kursi Kerja Buah 139
; " |
! Pelampung Buah 10 10 |
'a i
E | |
i Pelampung iBuah 10 10
e | |
| L |

Sumber :Rekapitulasi Asset BPBD Tahun 2024

Berdasarkan kondisi yang dimiliki saat ini, maka jumlah
dan jenis sarana dan prasaran yang dibutuhkan untuk
menunjang tugas dan fungsi BPBD belumlah  memadai.

Terlebih pada saat tanggap

darurat maka dibutunkan ketersediaan peralatan dan
logistik yang siap sedia sedia pada saat dibutuhkan dan
gudang logistik dan peralatan sangatlah penting.

Keberadaan sumber daya manusia serta sumberdaya
sarana dan prasarana di Badan Penanggulangan DBencana
Daerah dapat memperkuat keberadaan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah, sebaliknya jika tidak
terpenuhi secara optimal juga dapat menjadi kelemahan yang
akan memperlambat tercapainya kinerja.

Adapun kekuatan dan kelemahan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah berdasarkan sumber daya yang ada dapat
dilinat pada Tabel 2.5.

16



T’lbel 2. 5 Rekapﬁulam Sumbe.r Da}ra BPBD Ta.'hun_ ',2025

umber Dﬂ‘.]-"&

1
Manusia
a. Berdasarkan Jumilah lald-laki | Dalam
jenis kelamin lebih banyak dari | penanggulangan
perempuan  yang | bencana dibutuhkan
memungkinkan perempuan untuk
[ untulk penyelamatan  korban
memaksimalkan bencana perempuan.
dalam Selain itu juga
penanggulangan diperlukan keterlibatan
bencana yang | perempuan dalam
membutuhkan kepengurusan posko
| fisik  yang kuat | bencana.
| dalam menghadapi
lingkungan dan
' medan yang
.! ekstrimn serta
! penyelamatan
. lrorban
bencana.
a.Berdasarkan Aparatur BPED | Aparatur gelongan II
golongan berimbang antara ;| sangat terbatas,
Gol. III dan IV,| sehingga untule
schingea secara | pekerjaan teknis seperti

kemampuan dalam
menjalankan Tusi
BPBD cukup baik.

bendahara, operator

komputer dan lainnya |

masih kelkurangan
personil.

b. Berdasarkan Aparatur BFBD | BPED
tnglkat didominasi oleh | membutuhlkan
pendidikan tamatan S1, | aparatur dari
schingga semua klasifikasi
merapunyai pendidikan untuk
kemampuan yang| menunjang
cukup baik dalam | pelaksanaan
menjalankan tusinya,
lusinya. sementara saat ini
aparatur  vang ada |
belum i
| memenuhi semua .'
klasifikasi pendidikai
yvang dibutuhkan.

Aset Sudah tersedia | Sarana dan
sarana dan | prasarana vang
prasarana untuk | ada belum
menunjang mamadai karena

pelaksanaan tusi

daerah Kab. Solok
yang luas dan
rawan bencana.
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c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1

Capaian Kinerja Renstra

Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim
merupakan suatu sistem (komunitas, masyarakat, atau ekosistem)
untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih dari dampak bencana dan
perubahan iklim. Resiliensi terhadap bencana sangat penting
untuk mencegah kerugian, mempercepat pemulihan dan
meningkatkan ketahanan terhadap bencana.

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNFB) telah
menyusun Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) guna
memahami kerentanan bencana di Indonesia. Selanjutnya nilai
IRBI akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan
evaluasi terhadap terhadap risiko bencana dan prioritas
penanggulangan potensi dampalk negatif yang mungkin timbul.
Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan Tingkat
bahaya, kerentanan dan kapasitas wilayah. Maka dari itu, terdapat
tiga komponen yang membentuk risiko yaitu bahaya, kerentanan
dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan
untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan
memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda dan
kerusakan lingkungan. Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Solok
dari tahun 2020 -2024 dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6 :

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Solok Tahun 2020-2024
Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
Kinerja el
Indeks 137.20 137.20 137.20 13%.2 137.20
Risiko
Bencana

Sumber: https://inarisk.bnpb.go.id

K
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Perhitungan nilai IRBI menggunakan 3 kelas interval
tingkat risiko, yaitu kelas 3 (tiga) tingkat risiko tinggi
(>144), kelas 2 (dua) tingkat risiko sedang (13-144) dan

kelas 1 (satu) tingkat risiko rendah (<13). Berdasarkan
Tabel 2.22 diatas, IREI Kabupaten Solok bernilai konstan
di angka 137,20 poin selama 5 (lima) tahun terakhir,
karena bencana yang terjadi cenderung sama secara
kapasitasnya. Adapun bencana yang selalu terjadi setiap
tahunnya adalah bencana banjir, tanah longsor, hujan
lebat disertai pohon tumbang, dan angin puting beliung.

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan
aldbat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu
tertentua yang dapat berupa kematian, luka, salct, jiwa
terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan
atau kehilangan harta, dan gangguan Kkegiatan
masyarakat. Guna mengetahui tingkat risiko bencana di
suatu daerah, BNPB telah menyusun Indeks Risiko
Bencana Indonesia. Indeks Risiko Bencana digunakan
untuk memberikan gambaran perbandingan capaian
penurunan indeks risiko bencana di suatu
kabupaten/kota sechingga dapat digunakan untuk
perbandingan tingkat risiko bencana dari suatu daerah
dengan daerah lain

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan serta
anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat
daerah BPBD dapat dilihat pada Tabel 2.7 dan Tabel 2.8.
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Periode 2016-2020 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah memiliki @ (sembilan) program dan 36 (tiga puluh
enam) kegiatan. Terdapat 1 (program) program dan I
(satu) kegiatan pembangunan yang hanya dilaksanakan
pada Tahun 2016, karena pada Tahun 2017 s/d 2020
terjadi perubahan nomenklatur prograri dan kegiatan
daerah. Adapun program kegiatan yang dimaksud adalah
Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan
Bahaya Kebakaran dengan kegiatan Pencegahan dan
Pengendalian Bahaya Kebakaran. Berdasarkan
nomenklatur yang baru, program dan kegiatan tersebut
menjadi wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dan

Damkar.

Rata-rata pertumbuhan dan realisasi anggaran
program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah selama lima tahun teralhir, beberapa ada yang
bernilai minus, ini menunjukkan pagu anggaran Badan
Penanggulangan Bencana Daerah dari tahun ke tahun
mengalami penurunan begitupun dengan realisasinya.
Penurninan anggaran yang paling signifikan terjadi pada
Tahkun 2020, karena pada saat itu terjadi pandemi Covid-
19 sehingga anggaran perangkat daerah dilakukan
refocusing untuk penanganannya. Kegiatan yang tidak
dapat dilaksanakan pada Tahun 202 yaitu Sosialisasi dan
Sirnulasi bagi Aparatur Kecamatan, Nagari dan
Masyarakat dikarenalan kegiatan ini harus
mengumpulkan banyak orang untuk menerima informasi
kebencanaan, namun hal ini sangkatlah tidak mungkin
dilaksanakan pada masa Pandemi Covid 19. Begitu juga
halnya




Dengan kegiatan Pelatihan dan Pemberdayaan
Kelompok Siaga Bencana (KSB) yang menargetkan
Kelompok Siaga Bencana Nagari di Kabupaten Solok.
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana.
Daerah telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam
penanggulangan bencana yakni !

1) Penguatan Kelembagaan dan Operasional
TRC/Satgas Pusdalops yang merupakan kegiatan
pendukung dalam penanggulangan bencana dan
merupakan operasional Satgas TRC yang

terlaksana 100%.

2) Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi
Potensi Bencana Alam dilaksanakan dengan
mencetak leaflet dan brosur kebencanaan dan
menyebarkannya ke kecamatan di Kabupaten
Solok untuk diteruskan ke Nagar.

3) Sosialisasi Sekolah Siaga Bencana (SSB) yang
menargetkan kepada siswa di sekolah dan telah
terealisasi sebanyak 3 angkatan dengan jumlah
siswa sebanyak 90 orang.

4) Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok ESiaga
Bencana dengan target Kelompok Siaga Bencana
(KSB) yang ada di Nagari Kabupaten Solok dengan
jumlah peserta 30 orang per tahun. Dan telah
terealisasi sebanyak 120 orang.

5) Sosialisasi dan simulasi bhagi  Aparatur
Kecamatan, Nagari dan Masyarakat dengan
memberikan sosialisasi kebencanaan aparatur di
kecamatan sebanyak 30 per tahun dan telah
teralisasi sebanyak 60 orang.

6) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
yang merupakan dana hibah dari Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Kegiatan ini terlaksana dan merupakan kegiatan
Pengawasan dan Kegiatan Rekonstruksi
Pengaman Sungai.

7) Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi korban
bencana pada masa tanggap darurat, dimana
BPBD dengan SDM TRC serta dengan sarana
dan parasarana yang ada telah melakukan
evakuasi terhadap korban bencana yang
didukung juga oleh anggaran yang tersedia

d. Kelompok Sasaran Layanan
Kelompok sasaran layanan BPBD (Badan
Penanggulangan Bencana Daerah) pada dasarnya
adalah semua pihak yang berpotensi terdampak

EAR
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maupun terlibat dalam penanggulangan bencana di
suatu daerah. Secara umum, sasaran layanannya
dapat dibagi menjadi:

1. Masyarakat

e Masyarakat umum: terutama yang tinggal di
daerah rawan bencana (banjir, longsor, gempa,
kebakaran hutan/lahan, dll.).

e Korban bencana: orang/keluarga  yang
terdampak langsung, membutuhkan evakuasi,
logistik, tempat pengungsian, kesehatan, dan
pemulihan.

» Kelompok rentan: lansia, anak-anak,
perempuan, penyandang disabilitas, ibu
hamil/menyusui, dan kelompok miskin yang
lebih sulit melakukan adaptasi.

2. Pemerintah Daerah

e OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang
terkait, seperti Dinas Sosial, Kesehatan, PU,
Perhubungan, dan lain-lain, yang
berkolaborasi dalam penanggulangan bencana.

+ Aparat kecamatan dan kelurahan/desa dalam
penyelenggaraan siaga bencana.

3. Lembaga/Organisasi

« Relawan dan organisasi kemasyarakatan:
PMI, Tagana, ormas peduli bencana, lembaga
swadaya masyarakat (LSM).

« Dunia wusaha/CSR yang ikut dalam

pendanaan, Jogistik,dan pemulihan
pascabencana.

« Media massa sebagai mitra penyebaran
informasi kebencanaan.

4. Kelompok Pendidikan

+ Sekolah, kampus, dan peserta didik, terutama
untuk layanan edukasi, pelatihan
kesiapsiagaan, dan simulasi bencana.

Jadi, layanan BPBD tidak hanya untuk korban
bencana, tetapi juga untuk masyarakat umum,
pemerintah, dunia usaha, hingga lembaga
pendidikan dalarn rangka pencegahan,
kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan
bencana.




2.

Permasalahan dan Isu Strategis Badan Penanggulangan

Bencana Daerah
. Permasalahan Pelavanan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

Dalam merumuskan isu-isu strategis untuk 5 (lima)
tahun mendatang Badan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Solok berpedoman pada dokumen
perencanaan mulai dari pusat sampai dengan provinsi,
disamping itu juga tidak bisa lepas dari dokumen Telahaan
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis sehingga dalam mengidentifikasi permasalahan
untuk menetapkan strategi yang akan diterapkan bisa
akurat dan optimal untuk menyelesaikan permasalahan
pelayanan yang dihadapi Badan Perianggulangan Bencana
Daerah.

Pada saat ini disadari tugas dan fungsi yang diemban
oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum
terlaksana secara optimal karena disebabkan beberapa
permasalahan seperti yang diuraikan pada tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.8

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

Pembangunan Daerah

No | Pokok Masalah Akar Masalah
|  Masalah
1. | Tingginya resiko |Kondisi geologi dan topografi Belum tersedianya
kerawanan Kabupaten Solok yang berada database
| benicana pada daerah rawan bencana kebencanaan yang
valid

Tingginya resiko
bencana

Masih rendahnya
pemghaman

masyarakat terkait
Relum optimalnya
penyediaan sarpras
kebencanaan baik
untuk mitigasi,
tangzap darurat
dan pasca bencana

Masih rendahnya

kualitas dan
kuantitas SDM
Kebencanaan

Belum optimalnya
peran serta

A .



| Kelompok Siaga_“

‘ Bencana  (KSB
dalam
penanggulangan
Bencana

Masih  lemahnya

kolaborasi dan

sinergisitas dalam

g penanggulangan
Bencana

Masih terbatasnya
akses informasi
terkait kebencanaan

Masih belum
optimalnya
pembangunan yang
berbasis risiko
bencana

=

Dalam penanggulangan bencana, terbatasnya kewenangan
BPBD, terutama dalam penentuan status bencana, dapat
menghambat respons cepat dan alokasi sumber daya yang
optimal. Proses penctapan status yang berjenjang dan
memerlukan persetujuan dari pihak lain berpotensi menunda
tindakan yang krusial pada fase awal bencana. Selain
itu,terbatasnya kapasitas Sumber Daya aparatur BPBD yang
benar-benar memahami teknis penanggulangan bencana menjadi
kendala signifikan. Kurangnya tenaga ahli di berbagai bidang
kebencanaan dapat mengurangi  efektivitas  perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi program penanggulangan bencana.

Kesiapsiagaan juga menjadi perhatian utama, di mana
belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
penunjang Program Penanggulangan Bencana. Keterbatasan
peralatan evakuasi, logistik, komunikasi, dan peralatan
pendukung lainnya dapat menghambat respons cepat dan efisien
saat terjadi bencana. Lebin lanjut, masih terbatasnya sarana dan
prasarana untuk pengurangan risiko bencana, seperti jalur
evakuasi yang jelas dan memadai, serta shelter atau tempat
pengungsian yang aman dan layak, meningkatkan kerentanan
masyarakat terhedap  dampak bencana.Kesadaran  dan
pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana juga menjadi
tantangan. Sebagian besar masyarakat yang berada di daerah
risiko bencana masih belum paham terkait upaya dan tindakan
dalam pengurangan risiko bencana. Kurangnya edukasi dan
sosialisasi yang efektif menyebabkan rendahnya kesiapsiagaarn
individu dan komunitas dalam menghadapi ancaman bencana.

Manajemen data dan informasi kebencanaan juga perlu
pembenahan. Belum adanya database khusus yang menyimpan
history atau riwayat bencana, baik skala kecil maupun besar,
menyulitkan analisis tren bencana, identifikasi wilayah rawan, dan
perencanaan mitigasi yang berbasis data. Selain itu, laporan

N
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bencana 11-297 yang disampaikan terkadang tidak sampai ":epada
pihak yang akan menindaklanjuti bencana, mengindikasikan
ndanya kelemahan dalam sistcm komunikasi dan koordinasi.
Keterlambatan dalam penyampaian data bencana yang terjadi juga
menghambat proses asesmen kebutuhan dan penyaluran bartuan
yang tepat waktu. Lebih lanjut, validesi dan keakuratan data
bencana masih diragukan, yang dapat mempengaruhi ketepatan
pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya. Terakhir,
sistem database penyimpanan arsip dan dokumentasi
kebencanaan yang belum memadai berpotensi menghilangkan
informasi penting untuk pembelajaran dan perbaikan di masa
depan. Dalam perencanaan, penyusunan Rencana Kontirjensi
yang belum optimal dikarenakan masih dilaksanakan secara
manual menjadi kendala. Proses manual rentan terhadap
kesalahan, kurang fleksibel terhadap perubahan situasi, dan
membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan
sistem digital. Di samping Permasalahan di atas, terdapat
permasalahan Lintas Tupoksi (BPBD dan Satpol PP) dan
memerlukan sinergi yang lebih kuat antara BPBD dan Satpol PP,
terutama dalam konteks penanganan kebakaran. Belum
memadainya jumlah dan kualitas SDM serta sarana dan
prasarana pemadam kebakaran (Damkar) di Kabupaten Sclok.
menjadi ancaman serius terhadap keselamatan masyarakat dan
aset daerah. Selain itu,belum ersedianya peta daerah rawan
kebakaran menghambat upaya pencegahan dan perencanaan
respons yang efektif terhadap kejadian kebakaran. Mengatasi
berbagai permasalahan ini memerlukan penguatan kelembagaan,
peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana
dan prasarana yang memadai, peningkatan koordinasi antar
instansi dan tingkatan pemerintahan, peningkatan kesadaran
masyarakat, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan data
dan informasi. Sinergi yang kuat antara BPBD dan Satpol PP,
didukung oleh komitmen anggarun yang memadai, menjadi kunci
untuk mewujudkan ketentrainan, ketertiban umum, dan
perlindungan masyarakat yang optimal di Kabupaten Solok.

. Isu Strategis

Kabupaten Solok memiliki korndisi geogralis yang rawarn terhadap
gempa bumi, tanah longsor, banjir, serta letusan gunung berapi
(Gunung Talang dan sekitarnya). Intensitas curah hujan yang
tinggi juga meningkatkan potensi banjir bandang dan tanah
longsor di sejumlah kecamatan. Banyak infrastruktur publik,
permukiman penduduk, serta fasilitas sosial berada pada kawasan
rawan bencana, seperti daerah aliran sungai, lereng curari, dan
kawasan sekitar unung berapi. Hal ini meningkatkan potensi
kerugian sosial ekonomi ketika terjadi bencana. Ketersediaan
sistem peringatan dini bencana masih terbatas, sementara
kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan dan mitigasi bencana
relatif rendah. Kesadaran dan budaya tangguh bencana di tingkat
nagari dan komunitas masih perlu diperkuat.
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BAB Il
PROGRAM, KEGIATAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran
dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 merupakan sebuah
keterkaitan vyang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi
menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi
pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan,
dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai.
Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang
efektif, pembangunan daeran dapat berjalan sesuai dengan

harapan.

3.1 Tujuan Rencana Strategis

Tujuan dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 merupakan
penjabaran dari sasaran RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-
2029 yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini
berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi
dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah
merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam
periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ‘ni memiliki
indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus
direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan
Sasaran dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial
dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur.
Pendekatan berbasis data dan target yang realistis
memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat
normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi
masyarakat Kabupaten Solok dalam pelayanan publik. Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok menetapkan
tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu :
Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi dan Sumber Daya Nagari.
Tujuan tersebut selaras dengan Misi IV RPJMD Kabupaten

Solok Tahun 2025- 2029, yaitu:

“Meningkatkan ketahanan bencana dan lingkungan
berkelanjutan pada tujuan meningkatkan perekonomian
masyarakat yang inklusif berkeadilan dan berkelanjutan
berbasis potensi lokal dengan sasaran Meningkatlan
ketahanan bencana dan lingkungan berkelanjutan”.

Tujuan sebagaimana tersebutr diatas berkaitan dengan tugas
pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Solok, dalam hal ini diharapkan mampu

menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas,
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selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil
perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan
evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan
misi Pemerintah Kabupaten Solok dapat tercapai.

3.0 Sasaran Rencana Strategis
Sasaran dalam Renstra Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten golok adalah hasil spesifik

yang ingin dicapai dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai

bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan

pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan

tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Solok menetaplkan sasarain adalah sebagai

berikut :

1. Meiingkatkan kualitas layanan pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap bencana

9. Meningkatkan penanganan bencana pada saat tanggap
darurat

3. Meningkatkan penanganan bencana pada saat pasca
hencana Tujuan dan  sasaran Renstra Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok
Tahun 2025-202% yang penentuannya didasarkan

pada Norma, standar, prosedur dan kriteria
(NSPK) yang ditetapkanoleh Pemerintah Pusat
sesuai dengan kewenangannya.

Secara konsep penyusunan renstra Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok
Tahun 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1
berikut ini :

Gambar 3.1 Konsep Renstra FD
Gambar 3.1 Konsep Renstra PD
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Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan

Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting

dalam memastikan sinergi antara rencana peraibangunan

daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh

masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi

keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya :

1. Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan
pembangunan

2. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah
secara menyeluruh

3. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar
perangkat daerah

4, Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan
RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan
Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar

dibawah iri :

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan
Tujuan Renstra Perangkat Daerah
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Sumber - Perda RPJMD Kabupaten Solok 2025-2029

Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana
Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Solok adalah tahapan penting dalam
perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran
menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari
program/kegiatan dan subkegiatan yang dilakukan selama
periode lima tahun. Perumusan tujuan dan sasaran dalam
Rencana Strategis (Renstra) dapat dilakukan melalui

tahapan diantaranya :

Menggunakan teknik Logical Framework (Logframe)
Analisis Masalah dan Kebutuhan

Rumusan Mengguiiakan Kata Kerja Operasional
Kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable,

Relevant, Time-bound)Secara lengkap dapat dilihat
pada tabel 3.1 berikut ini :
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3.3 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-
program indikatif untulk mewujudkan visi dan misi
sedangkan Kkebijakan adalah arah/tindakan yang
diambil untuk mencapai tujuan. Strategi disusun
dengan tetap memperhatikan sumber daya yang tersedia
serta kondisi lingkungan. Untuk mewujudkan satu
sasaran bisa dilakukan satu atau lebih strategi. Strategi
yang akan dilakukan Badan Penanggulangan Bencara
Daerah Kabupaten Solck untuk mendukung
keberhasilan pembangunan daerah dalam lima Tahun
2025-2029 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi . *“Terwujudnya Pemerintahan Yang Melayant
Menunju Masyarakat Madani Nan Sejahtera

Misi 4 : “Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi dan Sumber
Daya Nagari”

o

Meningkatkan Meningkatkan
perekonomian ketahanan  bencana pemangku kepentingan can
masyarakat yang dan lingkungan imasyarakat terhadap
inklusif, berkeadilan berkelanjutan ingkungan/alam
dan berkelanjutan l
herbasis potensi PPenguatan kerjasama dengan
lokal Eerbagaj institusi Pendidikan
an penelitian untuk
eningkatkan riset, inovasi,
an teknologi dalam hal
identifikasi karakteristik
ebencanaan, mitigasi dan
daptasi perubahan iklim
EBT, Transportasi
lektrifikasi, pengelolaan
limbah, industry hijau,
Pembangunan Gedung, NbS, -
Nature solution

Meningkatkan kesiapsiagaan
daerah dalam menghadapi
bencana yang meliputi :
pemetaan resiko bencana,
perencanaan penanggulangan
bencana, peningkatan system
peringakatan dini dan
infrastuktur penanggulangan
bencana.
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-

|

emperkuat tata kelola |

esiapsiagaan terhadap

encana yang meliputi :
‘kemampuan tanggap darurat
antar berbagai pihak,
kepedulian dan kesiapsiagaan
Masyarakat, sinkronisasi
dokumen perencanaan
Pembangunan di daerah
(RTRW, RPJPD, dan RPJMD)
dengan rencana
penanggulangan bencana
serta sinkronisasi data
kebencanaan data
kebencanaarn daerah dengan
data nasional (BNPB) dan K/L
terkait

Memantapkan ketersediaan
infrastruktur kebencanaan |
dan infrastruktur tahan
bencana

o

Dalam rangka penentuan program prioritas dalam
menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai
tuyjuan dan sasaran Renstra diperlukan penahapan
pembangunan pertahun. Penahapan pembangunan dapat
dilihat pada tabel 3.3 berikut ini :

-
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3.4 Arah kebijjakan dalam mencapai tujuan dan sasaran

Arah Kebijakan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana
Daerah) dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

Renstra Perangkat

Daerah Tahun 2025-2029. Arah

kebijakan ini dirancang untuk selaras dengan prinsip

pengurangan risiko bencana,

peningkatan kapasitas

daerah, serta ketahanan masyarakat terhadap bencana,
sesuai dengan arah pembangunan nasional dan daerah.

Arah Kebijakan BPBD 2025-2029 :

Tabel : 3.4
Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD

NSPK

Arah Kebijakan |
RPJMD '

Arah Kebijakan
RENSTRA

Keterangan

Meningkatkan
ketahanan
bencana dan
lingkungan
berkelanjutan

Updating
database
Kawasan rawan
bencana

| Peningkatan

kepedulian
pemangku
kepentingan dan
masyarakat
terhadap
lingkungan /alam

Peningkatan
mitigasi
bencana

Penguatan sistemn
peringatan dini
bencana,
peningkatan
kapasitas
masyarakat dan
kelembagaan,pengu
atan

sarana dan
prasarana mitigasi,
penyusunan dan
penerapan rencana
tataruang berbasis
mitigasi,
peningkatan
koordinasi dan
kolaborasi,
pemanfaatan

riset dan teknologi
dan pendanaan
berkelanjutan

Peningkatan
pemberdayaan
kelompolk
Masyarakat
tanggap
bencana

Penguatan
kapasitas
kelembagaan
masyarakat,
peningkatan
pengetahuan

dan keterampilan
masyarakat,
pengembangan
jejaring dan
kemitraan,
peningkatan akses
informasi

dan

—




—

teknologi
kebencansan, |

integrasi [

pemberdayaan

dalam

pembangunan

daerah |

 Peningkatan

tanggap
darurat

kebencanaan
rehab
rexonstruksi
pasca bencana |

Peningkatan
kapasitas

pemangku
kepentingan dan
masyarakat yang
tanggap iklim dan
kepedulian terhadap |
lingkungan /alam.

Peningkatan
akses dan
informasi
terkait
kebencanaan

Penguatan |
kerjasama dengan
berbagai

institusi pendidikan |
dan penelitian |
untuk |
meningkatkan riset, ‘
inovasi, dan

teknologi

dalam hal |
identifikasi
karakteristik

potensi

kebencanaan, I
mitigasi dan

adaptasi perubahan
iklim
(EBT,transportasi
elektrifikasi,
pengelolaan limbah,
industri hijau,
pembangunan
gedung, NbS -

nature J
based solution);

'|
||
L[]
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BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Renstra Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029, salah
satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan,
subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan.
Hal Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis
yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana
strategis ke dalam benfuk tindakan nyata, sebagaimana
uraian di bawah ini :

4.1 Uraian Program

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan
dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai
sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Solok ditentukanlah program, dan
kegiatan. Adapun program antara lain adalah sebagai
berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota.
b. Program Penanggulangan Bencana

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional
yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari
suatu program, yang langsung menunjang pencapaian
sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan.
Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan
dalam struktur perencanaan pembangunan daerah.
Jenis kegiatan yang dimiliki Badan Penanggulangan
Bencana Daerah antara lain :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat

Daerah

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Fenunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

8. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana
Kabupaten /Kota

9. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana

L1k
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10. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi
Korban Bencana

11. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan
Bencana

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok
Tahun 2025-2029 merupakan Struktur sistematis dalam
dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang menjabarkan
tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan,
dan subkegiatan, lengkap dengan indikator dan target
kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah. Perumusan Prograin,
Kegiatan, dan Subkegiatan dalam Renstra Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok jugsa
merupakan proses strategis yang harus terstruktur,
berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD
Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 serta urusan
pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan

Program /Kegiatan/Subkegiatan Renstra Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok serta
Teknik Merumuskan Program /Kegiatan/Subkegiatan
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Solok dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Prograra/ kegiatan /
Subkegiatan

e o g
o ATEOME

4

Sumber : Perda RPJMD Kabupaten Solok 2025-2029

4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu
indikatif
Rencana Program /Kegiatan /Subkegiatan dan

Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis
(Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah vang

memuat daftar program, kegiatan, dan subkegiatan yang
direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima)

U\
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tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan,
dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini
merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis
perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah
pelaksanaan pembangunan selktoral, menjadi dasar
penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) dan RKA serta
menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur.
Rencana Program/Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan
dijelaskan pada tabel 4.1 dan 4.2 berikut ini :
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4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung

program prioritas pembangunan daerah

Subkegiatan prioritas dalam mendukung program
prioritas pembangunan daerah merupakan rangkaian
alctivitas teknis atau operasional yang paling
strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam
mendukung pencapaian program prioritas
pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan
isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan
kemampuan pendanaan daerah. Daftar subkegiatan
prioritas dalam mendukung program prioritas
pembangunan daerah sebagaimana dijelaskan pada
tabel 4.3 dibawah ini :
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Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Men

Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akir Renstra Pem

Kabupaten Solok

dukung Program

erintah

NO

PROGRAM PRIOPITAS

OUTCOME

KEGIATAN [
SUBKEGIATAN

KETERANGAN

1) (02)

031

(04)

05)

1-05:0100-0’- D’u-m-m -

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1. 1.05.01 - FROORAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAN
KABUPATEN{ ROTA

Meningkatrym by aian
adnikristmsi Kesekreormsan

105,001,201 - Perencauann,
Prenganggan, dan Evalunsl
jinetn Mfemoghat Dasml

1.05.01 2.01.0006 - Koardinasi
dnn Penyusunan Laporid
Capnian Finegn dan lditisar
Henlisnsi Hinetin SKPD

T.06,00. 2,02 - Administrsi

K unngan Permaghat Dasmh

105 001.2.02.0001 « Peuyedinan
Gajl dnn Tunjangnn ASH

1.05.01.4.02.0007 - Koonlinasi

dan Peayusunas Laporan
Feunagin Bulnnnnf Triwalanan,

1.05.01.3.06 - Adaimistmas
Jepegmninn Pernnghnt Deemb

1.05.01.2.05.0000 - Pendatnam
dan Pengolaban Adanistasi

| Jepegmyaion
1,05.01.2.06 - Administrasi
11nuw Pemnghat Dnetah

1.0%.01,2.06,0001 - Penyediaun
Wornponen [ustalas

Ligirik/ Peoemngan Bangunan
Knntar

10501, 2.06.0002 - Penyediaan
Peimlntan dan Perlongknpan
Knntor

1 .06.01.2, 00,0004 - Penyedinan
fehan Logistik Kanior

1.05.01.2.06.0005 - Peoyedinan
tyrmpg Cetakan dan

|_Penggandaan

1.06.01.2.06.0009 -
Penpelengguman Rapnl

Woorfinai dan Konsultasi SEPD

105,01, 2.08 - Penyedinan Jasa
Peiunjauy Unasan Pemeriutnlian
| Thaersili

| 05,0 1.2,08.0001 - Penyediaan
Jusn Rumi Menyumt

1050154080002 - Preiyed s
Juns Komunikes, Sumber Doy

Adr dan Listeik
1.05.01.2,08.0004 - Penyediant
Jusn Pelaymnan Unaum Kantor

1.00.01,2.09 - Pemelihnrann
Hawrning Milidk Daerah Peaunjang
pumns Pemeriniahan Decab

[ .05.07.2,08,0002 - Penycdinan
Jnsin Priase ibarman, Bl
Pemelinarmn, Pajak daii
Perizinmg Kendamnn Dioss
Cipermsiounl ey Lapkogen

06.01.2.09.0011 -
I'emeliharnnn Rehabilitasi
Harniy dan Presanens
Penduknng Gedung Kantor stau
Frpgu i

2 1.05.03 - PROGRAM

PENANGOULANGAN BENCANA

menimgkntnyn Hunkites layanan
pencegehian dan kesipsiagaan
terhadap bencana

"

1, 06.09.2,01 - Peluaynn
Infrrmasi Rawen Beocans
hahu Ko

1,05,03,2.01,0007 - Soaialisnsl
Kemupikasi, informasi dan
Edduknsi {KIE) Rnwan Boncanis
i{nbupaten] Kota (Per Jenis

A n Bencans}

| AnChrmEd

| 1.05.03,2.02 - Pelayansm
Penoegnbon dan Keslnpaggaan
Te! AR

LA

1.05.00.2.02.0015 - Peayediaonn
Peralnmn Perfindungan dan
Keastapniagean Terhadap Boncana

h‘numhn&hh
1.05,03,2.02,0030 - Penguntan
Hapasitas Kosasan unmk

1,05.03.2.02.0021 -
Pengembangan Kapasites Tin
Heakai Cepat [TRZ) Bepcana

| Knbupateny liom_

1,05.03.2.02.0052 « Penyusunasn
Rencana Kontijensl
fnbupaten Kot

62



1.415.03,2.02.0026 - Penpgendalinn
Operasl dan Penyedinan Sarmna
Prusarnna Kesbpaiagan
Terhadngp Heucana
Kahupaten/ Kot

Mesinghatiaye (iungnnEn
hencana praln SRR ATERRD
dnount

1.05.03.2,03 - Pelaynnnn
P v lnmiaian dan Eval

Peny i
larhen Dencann

1.05.03.2.03.0003 - Pencoring,
Perolongnn dan Evkunsi
Koerban Beoeans Knbupaten) Kot

Meningkatngn el gaoen
bencans podn reat pases
heneans

1.05,03,2.04 - Peoatann Sistem
Dasar Pepanggulangan Bencans

1,05.02.22.04,0005 - Pembinann

Preeyel pggaman
Hencans

1.05.03.2.04,0007 - Peninghntan
Kopasitss SDM Apamtus
Penauggulangan Bencana
Kubupsten/ Kota

1.05,03.2.04 0008 - Bimbingan
Tehknis Pasca Benenna
Hobupaten] Kota

1.05.03.2,04.0010 - Koonlinant

Pascah

| Knbupnicn/ Kota
|.05.03.2,04, 0016 + Peoyuaiinng
Adeni A Stwndar

Pelaynnan W inimal [EiPM'p Lub
Ururan Bencana
Kahupmien| Koia
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4.5 Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra
melalui indikator IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Solok adalah ukuran
keberhasilan utama yvang secara langsung
mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis
perangkat daerah  dalamn  pelaksanaan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangannya. [KU
disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Solok. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis
secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin.
Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Solok sebagaimana
dijelaskan pada tabel 4.5. dibawah ini :

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Badan
Penanggulangan Bencana Daerah

BASELIN TARGET TAHUN

No.| INDIKATO | SATUAN| & TAHUN T T
R 2024 | 2025 | 2026 2027 2028 | 2020

ey o3 ©3) 04) 0s] 06) ©7) 78] 09) 10)

1 |Indeks |Indeks| 137,2 |135,9%| 135,91 134,63 (133,35 132,07 130,79
Risiko - = = | = &
Bericana 134.64 | 133,36 | 132,08 130,8 | 129,52
(IRBI) !

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikato Kinerja
Kunci (IKK)
Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran
keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan
untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub
kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian
Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah.
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Solok sebagaimana
dijelaskan pada tabel 4.6 dibawah ini
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BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan Substansial

Renstra Badan penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Solok periode 2025-2020 adalah panduan
pelaksanaan tugas pokeck dan fungsi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Solok untuk 5 (lima) tahun ke depan.
Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh
kesiapan kelembagaan, lketatalaksanaan, SDM dan sumber
pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok. Selain itu,
untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-
2029, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan,
dapat dilakukan perubahan/ revisi muatan Renstra Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok termasuk
indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan
mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Solok periode 9075-2029 harus dijadikan acuan kerja
bagi unit-unit kerja di lingkungan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Splok sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja
dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa
berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance
lembaga, unit kerja dan kinerja pegawal.

Sebagai penutup, Renstra Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 ini
diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh
personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah beserta stake
holder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersame
guna mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan
Bencana Daerah secara berkesinambungan, yang selanjutnya
dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam
pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan
Kabupaten Solok, sesual kewenangan dalam tugas dan fungsi
Radan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Renstra (Rencana Strategis) adalah
prinsip-prinsip atau pedoman yang digunakan sebagal acuan
dalam melaksanakan rencana strategis. Kaidah ini bertujuan
untuk memastikan bahwa pelaksanaan Renstra dilakukan
dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan. Dengan mengikuti kaidah pelaksanaan renstra,
organisasi dapat memastikan bahwa rencana strategis yang telah
disusun dapat diimplementasikan dengan baik dan mencapai

tujuan yang diharapkan.

Y
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Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan
inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi diperlukan guna
pencapaian target-target yang talah ditetapkan dalam

Resntra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dengan kaidah-kaidah

pelaksanaan sebagai berikut:

a. keselarasan dengan RPJMD: penyusunan dan pelaksanaan
Renstra harus sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran
yang telah ditetapkan  dalam  dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

b. konsistensi dengan Rencana Kerja (Renja): Renstra menjadi
pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan,
memastikan bahwa program dan kegiatan tahunan sejalan
dengan strategi jangka panjang;

c. pengukuran kinerja dan evaluasi: Renstra menetapkan
indikator kinerja utama yang akan digunakan untuk
mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
Proses ini juga mencakup evaluasi kinerja secara berkala;

d. koordinasi dan sinkronrisasi: pelaksanaan Renstra harus
melibatkan koordinasi yang baik antar perangkat daerah,
unit kerja, dan instansi terkait untuk memastikan sinergi
dalam pencapaian tujuan;

e. akuntabilitas dan pelaporamn: melaporkan hasil pelaksanaan
kinerja Renstra secara berkala menjadi salah satu kaidah
penting untuk memberikan akuntabilitas kinerja kepada
publik dan pimpinan;

f. pemenuhan prioritas dan anggaran: pelaksanaan Renstra
harus memprioritaskan kegiatan yang paling relevan dan
memastikan aloxkasi anggaran Yyang memadai untuk
mendukung pencapaian sasaran-sasaran yang telah
ditetapkan;

g. kepatuhan terhadap peraturan: seluruh tata cara dan
pelaksanaan Renstra harus berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan
pemerintah terkait perercanaan pembangunan.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi
Pengendalian  dan evaluasi pelaksanaan  Renstra
merupakan proses penting untuk memastikan bahwa rencana
strategis yang telah disusun dapat diimplementasikan dengan
efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa aspek yang terkait
dengan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra:

a. memantau progres pelaksanaan Renstra untuk memastikan
bahwa target dan sasaran dapat dicapai;

b. mengukur kinerja pelaksanaan Renstra berdasarkan
indikator yang telah ditetapkan;



c. menilai efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran Renstra;

d. mengidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi
dalam pelaksanaan Renstra;

e. merumuskan rekomendasi perbaikan untuk periode
selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi.

Dengan  melakukan  pengendalian dan  evaluasi
pelaksanaan Renstra, perangkat daerah dapat:

a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan;

b. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya;
c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Renstra,

d. Mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan
merumuskan strategi perbaikan.

BUPATI SOLOK,

dto

JON FIRMAN PANDU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

(

-

FEBRIZALDI



LAMPIRAN I

META DATA INDIKATOR RPJMD TAHUN 2025-2029

1. INDIKATORMAKRO DA SASARAN VI3l

1. Indeks Risiko Bencana (IREI)

Nama
Indikator

Indeks Risiko Bencana

Definisi

IRBI dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana.
Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan
untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang
mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di
suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan
mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan
kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga)
komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya,
kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen
tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko
bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi
jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan

lingkungan.

Rumus
Perhitungan

Vuilnarability
Capacity

Risk = Hazard x

Keterangan

Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial,
frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena
alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan
lainnya.

Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter
sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.

Kapasitas (Capacity) dinilai dengan menggunakan
pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh
prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;
(2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3)|
Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; {4]|
Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (9] |
Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; ‘
(6) Perkuatan Kkesiapsiagaan dan penanganan darurat
bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan

Interpretasi

Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan
semakin bail. Semakin kecil nilai indeks yang dihasiikan,
dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik |

|
|
bencana. |
|
|




(meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang
cenderung dianggap konstan.

Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai
berikut:

« Indeks <13 adalah Rendah

« Indeks 13 - 144 adalah Sedang

+ Indeks >144 adalah Tingg ]

Sumber Data

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

| Frekuensi

Tahunan




